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PENETAPAN
Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Mpw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai

berikut dalam perkara permohonan:

Anton, lahir di Pontianak, tanggal 3 Maret 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama
Budha, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jalan Nurul Huda, Gang
M. Yunus 3 Nomor 28, RT.013/RW.006, Desa Parit Baru, Kecamatan
Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto, S.H. dan Eka Amirza,
S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara
ARRY SAKURIANTO, SH & REKAN di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas
Nomor 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 11 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register
Nomor 296/SK/LEG.PDT/ 2019/PN Mpw yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta memeriksa saksi-saksi yang

diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, lahir di Pontianak, pada
tanggal 3 Maret 1984 anak laki-laki, dari seorang ibu yang bernama LIM LIM
HONG, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1050 /
1984, yang dikeluarkan di Pontianak oleh Kepala Dinas kependudukan dan
Catatan Sipil kota Pontianak tanggal 5 September 2003;

2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama ANTON,;

3. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki
(keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib

Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti
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nama pemohon yang semula bernama ANTON Menjadi ANTON LIM dan
seterusnya menyebut dirinya ANTON LIM;

4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari
Pengadilan Negeri setempat;

5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan
ke Pengadilan Negeri Mempawabh;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadapan

bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil

Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya

menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama
Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1050 /
1984, yang dikeluarkan Di Pontianak oleh Kepala Dinas kependudukan dan
Catatan Sipil kota Pontianak pada tanggal 5 September 2003 atas nama
ANTON Menjadi ANTON LIM dan seterusnya menyebut dirinya ANTON LIM;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini
kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipill kota Pontianak
untuk mencatat pada pinggiran Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor;
1050/1984, yang dikeluarkan di Pontianak oleh Kepala Dinas kependudukan.
dan Catatan Sipil kota Pontianak pada tanggal 5 September 2003, tentang
penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap kuasanya ARRY SAKURIANTO, SH, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2019 ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa
Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/membuktikan dalil permohonannya,
di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Anton, NIK 6112010601900010 tanggal
14 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-1;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1050/1984.- tanggal 5 September 2003 atas
nama Anton, diberi tanda bukti P-2;
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3. Kartu Keluarga No. 6112011111090105 tanggal 14 Agustus 2015 atas nama
Kepala Keluarga Hiu Djat Meu, diberi tanda bukti P-3;
4. Paspor No. C4556535 tanggal 27 September 2019, diberi tanda bukti P-4;
Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai
dengan P-4 adalah Surat Foto Copy, yang telah dilegalisir, serta semua surat-surat
bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai
alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi
di persidangan bernama:
1. Saksi_Wahyu Sahputra; dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan untuk
menambah nama marganya pada akte kelahirannya karena pemohon pada
saat itu masih menggunakan nama ANTON sedangkan pada saat ini hendak
menambah marga ibu pemohon yakni LIM sehingga hamanya berubah nama
menjadi ANTON LIM;

- Bahwa setahu saksi, pemohon pada akta kelahiran bernama ANTON
sedangkan paspor Pemohon telah menggunakan nama ANTON LIM,;

- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama LIM dalam akta kelahiran
Pemohon, yang semula bernama ANTON menjadi ANTON LIM, agar
menyamakan nama Pemohon di semua dokumen miliknya karena di beberapa
dokumen milik Pemohon seperti di akta kelahiran, ijazah sekolah, KTP dan KK
masih tertulis nama ANTON sedangkan dalam Paspor pemohon telah tertulis
nama ANTON LIM, sehingga ada perbedaan antara akta kelahiran, ijazah
sekolah, KTP dan KK dengan Paspor milik Pemohon;

- Bahwa Tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di akta kelahiran
Pemohon adalah untuk menyamakan nama Pemohon di semua dokumen
miliknya, sehingga kedepannya tidak ada masalah yang timbul akibat adanya
perbedaan nama tersebut;

- Bahwa setahu saksi tidak ada seorang pun yang berkeberatan dengan
perubahan atau penggantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa pemohon membenarkan
dan tidak keberatan;

2. Saksi PURNAWARMAN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon pernah mengurus
surat-surat pemohon;

- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan dengan permohonan untuk
perbaikan nama pada akta kelahiran Pemohon, yang semula bernama ANTON
agar ditambah dengan nama marga ibunya yakni marga LIM sehingga nama
pemohon dirubah menjadi ANTON LIM,;

- Bahwa setahu saksi, pemohon telah menambahkan nama marganya LIM pada
nama pemohon menjadi ANTON LIM dalam paspor pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama LIM dalam akta kelahiran
Pemohon, yang semula bernama ANTON menjadi ANTON LIM, dengan
alasan untuk menyamakan nama Pemohon di semua dokumen miliknya
karena di beberapa dokumen milik Pemohon seperti di akta kelahiran, ijazah
sekolah, KTP dan KK tertulis nama ANTON sedangkan di Paspor pemohon
telah tertulis nama ANTON LIM sehingga ada perbedaan antara akta
kelahiran, ijazah sekolah, KTP dan KK dengan Paspor milik Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon
adalah untuk menyamakan nama Pemohon di semua dokumen miliknya,
sehingga kedepannya tidak ada masalah yang timbul akibat adanya
perbedaan nama tersebut;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan
perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon
menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal
yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang

telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon
adalah untuk penambahan nama marga pada kutipan akta kelahiran Pemohon
yang bernama ANTON;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat-surat bukti dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas,
terbuktilah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya bernama ANTON sesuai dengan kutipan akte
kelahiran Nomor 1050/1984, tanggal 5 September 2003 (bukti surat P-2);
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- Bahwa pemohon dalam kartu tanda penduduknya dengan NIK
6112010601900010 tanggal 14 Agustus 2015, pemohon menggunakan nhama
ANTON (bukti surat P- 1);

- Bahwa pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 6112011111090105, tanggal
14 Agustus 2015 pemohon masih menggunakan nama ANTON (bukti surat
P-3);

- Bahwa berdasarkan data paspor yang dimiliki oleh pemohon telah tertulis
nama ANTON LIM pada paspornya dengan nomor C4556535, tanggal
27 September 2019, (bukti surat P-4);

- Bahwa pemohon selama ini dalam paspornya telah menggunakan nama
ANTON LIM, sehingga agar lebih tertib adminisrasi pemohon mengajukan
penambahan nama marga LIM pada kutipan akte kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan
setelah diteliti bahwa permohonan Pemohon berkeinginan untuk menambah nama
marga pada akta kelahirannya yang semula tertulis ANTON menjadi ANTON LIM
sebagaimana yang tertulis dalam paspor pemohon, sehingga agar ada
keseragaman data dan kepastian hukum dikemudian hari bagi pemohon,
permohonan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat kesopanan, serta
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah
dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
adalah sebagai permohonan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Hakim memandang bahwa permohonan pemohon untuk menambah nama marga
dalam akta kelahirannya dari ANTON menjadi: ANTON LIM dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan
Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya
sepihak, maka cukup beralasan segala ongkos perkara yang timbul dalam
permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini
dibacakan adalah sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Jo.
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;
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MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama
Pemohon, sebagaimana bukti Surat kutipan akta kelahiran No. 1050/1984,
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Pontianak pada tanggal 5 September 2003, atas nama ANTON menjadi
ANTON LIM dan seterusnya menyebut dirinya ANTON LIM;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan
atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya
untuk mencatat pada pinggiran kutipan akta kelahiran No. 1050/1984, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Pontianak, pada tanggal 5 September 2003, tentang penggantian nama
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa, Tanggal 5 November
2019, oleh kami R.A. ASRININGRUM K.,S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan
Negeri Mempawah, dengan dibantu oleh EKA FITRIASARI, S.H., sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti, Hakim,

EKA FITRIASARI, S.H. R.A. ASRININGRUM K., S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Administrasi Proses Perkara Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 0,00

4. Materai Rp 6.000,00

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Rp 10.000,00 +

7. Jumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)
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